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ABSTRAK 

TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK 

BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI 

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR 

 

MUHAMMAD RAYHAN SUHAYLI 

NIM : 01870614274 

  

 

Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan merupakan salah 

satu pajak daerah yang berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli 

daerah. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah  dari sektor PBB-P2, maka 

tingkat kepatuhan wajib pajak harus diperhatikan agar target penerimaan yang 

diharapkan dapat tercapai. Pada dasarnya PBB-P2 menggunakan dua sistem 

pemungutan, yaitu self assessment system dan official assessment system, yang 

mana kedua sistem ini diterapkan dalam kegiatan yang berbeda, yaitu self 

assessment system diterapkan dalam kegiatan menyerahkan surat pemberitahuan 

objek pajak (SPOP), sedangkan official assessment system diterapkan dalam 

menentukan besarnya PBB-P2 yang terutang. Oleh karena itu, sistem 

pemungutannya sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, 

dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 

adalah kurangnya pengetahuan wajib pajak, sikap wajib pajak, kesadaran wajib 

pajak, kualitas pelayanan, wajib pajak lupa membayar PBB-P2 karena faktor 

kesibukan, isu pajak, topografi wilayah, dan tidak tersampainya SPT. 

 

Kata kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak PBB-P2. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah Negara hukum yang berarti bahwa segala tindakan atau 

perbuatan yang dilakukan oleh penyelenggara Negara wajib berdasarkan pada 

hukum yang berlaku. Hukum tertulis di Negara kita secara hierarkis adalah UUD 

1945, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan 

menteri, dan keputusan keputusan pemerintah daerah.   

Pembangunan nasional suatu bangsa ditentukan oleh kemampuan bangsa 

tersebut dalam berupaya memajukan kesejahteraan untuk masyarakatnya dengan 

melaksanakan upaya-upaya yang bertujuan dalam mewujudkan pembangunan 

nasional tersebut. Demi mencapai pembangunan nasional yang ditargetkan 

memerlukan dana untuk pembiayaan pembangunan guna mencapai tujuan yang 

diinginkan. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah melalui 

pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan negara yang dapat 

memberikan peranan dan sumbangan yang berarti melalui penyediaan sumber 

dana bagi pembiayaan pengeluaran–pengeluaran pemerintah. 

Pajak merupakan salah satu pendapatan Negara yang sangat penting dan 

dimanfaatkan untuk melaksanakan dan meningkatkan pembangunan nasional. 

Pendapatan dari sektor pajak digunakan oleh pemerintah untuk melakukan 

kegiatan  pembangunan di segala bidang, seperti pembangunan infrastruktur 

negara, pembayaran gaji pegawai negeri, pembangunan sarana umum dan 

sebagainya. 
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Menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, 

pemerintah daerah mempunyai wewenang terhadap suatu daerah untuk mengatur 

keuangannya sendiri, maka pemerintah daerah dipacu untuk berkreasi mencari 

sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan dan pengeluaran 

dari alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah. Undang-

undang tentang pemerintahan daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah 

menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat 

dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. 

Pembangunan daerah sebagai integral dari pembangunan nasional 

dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya 

yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah 

dalam rangka menciptakan stabilitas pembangunan dan pembangunan daerah 

dalam mewujutkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Disamping 

itu juga untuk dapat menggali potensi-potensi yang ada demi terciptanya tujuan 

dari cita-cita pembangunan nasional itu sendiri. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, ditetapkan enam 

belas jenis Pajak Daerah, yang terdiri dari lima jenis Pajak Provinsi dan sebelas 

Pajak Kabupaten/Kota. Diantara sebelas Pajak Daerah Kabupaten/Kota adalah 

Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2). Pajak PBB-P2 

adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan\atau 

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Kecuali kawasan yang digunakan 

untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pengalihan 

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari 
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pemerintah pusat ke pemerintah daerah merupaakan suatu bentuk tindak lanjut 

kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Bentuk kebijakan tersebut 

dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah.  

Tujuan pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah sesuai 

dengan Undang-undang Pajak Daerah dan retibusi Daerah adalah: 1) 

Meningktakan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, 2) Memberikan 

peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru/menambah jenis 

pajak daerah dan retribusi daerah, 3) Memberikan kewenangan yang lebih besar 

dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas pajak daerah, 4) Memberikan 

kewenangan kepada daerah dalam penerapan tarif pajak daerah, dan 5) 

Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrument penganggaran dan pengaturan pada 

daerah. Pengalihan PBB-P2 dapat menguntungkan bagi suatu daerah dalam 

meningkatkan pendapatan daerah (PAD).  

Badan Pendapatan Daerah mempunyai peran besar dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah. Dalam melaksanakan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan tersebut, Pemerintah tentu mendapat hambatan atau 

permasalahan seperti kurangnya kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar pajak sehingga banyak wajib pajak yang membayar pajak lewat 

dari tanggal jatuh tempo, bahkan menunggak atau tidak membayar pajak. Oleh 

karena itu perlu peran fiskus dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan 

upaya seperti melakukan sosialisasi dan memberikan pengetahuan tentang pajak 

PBBP-2 dengan jelas kepada wajib pajak. 
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Pajak daerah digunakan sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan 

ekonomi pemerintahan dan mengurangi masalah ekonomi. Pemerintah kabupaten 

Kampar perlu mencari solusi dari permasalahan yang ada. Untuk dapat mencari 

solusi dari permasalahan yang ada maka sebelumnya harus mencari dahulu 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam 

memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak PBB-P2.  

Berdasarkan uraian ringkas di atas maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dan mengangkat suatu judul laporan tugas akhir yang 

merupakan syarat kelulusan dari program studi D3 Administrasi Perpajakan pada 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau dengan judul “Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar 

Pajak bumi Dan bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBBP-P2) Di Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar” 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan dengan latar belakang masalah yang telah jelaskan diatas, 

maka rumusan masalah yang ingin dikemukakan di penelitian ini adalah: 

1. Berapa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB-P2 di 

Badan Pendapatan Daerah Kab.Kampar ? 

2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Bapenda Kab.Kampar dalam 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB-P2  

3. bagaimana  upaya yang dilakukan  oleh Bapenda Kab.kampar dalam 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB-P2? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian. 

a. Untuk mengetahui berapa tingkat kepatuhan kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar pajak PBB-P2 di  Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Kampar. 

b. Untuk mengetahui apa hambatan yang di hadapi Bapenda Kab.Kampar 

dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak 

PBB-P2   

c. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Kampar dalam meningkatkan  kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar pajak PBB-P2. 

1.3.2 Manfaat Penelitian. 

a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi 

wajib pajak, khususnya Pajak PBB-P2, agar lebih patuh terhadap 

kewajiban perpajakannya. 

b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi 

peneliti yang lain dalam permasalahan yang sama. 

c. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan 

masukan ide pemikiran bagi pemerintah Kabupaten Kampar dalam 

mengambil kebijakan mengenai Kepatuhan Wajib Pajak dalam 

membayar Pajak PBB-P2. 

d. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

dan wawasan bagi pembaca maupun penulis. 
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1.4 Metode Penelitian 

1.4.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Kampar, beralamat di Jl. Prof M Yamin Sh No.83 Bangkinang. 

1.4.2 Waktu Penelitian 

Penulis melakukan penelitian pada tanggal 25 juni  s/d 30 Juli 2021 di 

Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. 

1.4.3 Jenis Data 

a. Data Primer. 

Menurut Suharsimi (2013:172) data primer adalah data yang dikumpulkan 

melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak dan lain-lain.  

b. Data Sekunder. 

Menurut Sugiyono (2012:141) data skunder adalah sumber data yang 

diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain 

yang bersumber dari literature, buku-buku, serta dokumen.   

1.4.4 Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi. 

Merupakan pengamatan secara langsung di tempat penelitian, yaitu Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. Dengan maksud merasakan dan 

kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan 

pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. 
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b. Wawancara/Interview. 

Wawancara/Interview adalah tanya jawab antara penulis dengan 

narasumber yang ada di instansi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 

mengenai permasalahan yang ingin diteliti. 

c. Dokumentasi. 

Merupakan pengambilan dan pemanfaatan data-data yang ada di instansi, 

data-data tersebut didapat dari arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang ada di 

instansi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. 

1.4.5 Analisis Data 

Dalam menganalisis data-data, penulis menggunakan pendekatan 

kualitatif, yaitu suatu pendekatan dalam penelitian menggunakan deskripsi 

(gambaran/penjelasan) secara detail dengan melakukan pengolahan data. 

1.5 Sistematika Penulisan  

Dalam sistematika penulisan, Penulis menyajikan sistematika penulisan ini 

atas beberapa bagian yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas mengenai Latar Belakang Masalah, 

Rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode 

Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II  : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

  Pada bab ini merupakan gambaran umum lokasi penelitian. Dalam 

bab ini akan diuraikan tentang sejarah kantor Badan Pendapatan 
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Daerah Kabupaten Kampar, struktur organisasi, uraian tugas, visi, 

dan misi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. 

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

  Pada bab ini merupakan telaah pustaka. Dalam bab ini akan 

diuraikan tentang pengertian pajak, 

BAB IV : PENUTUP 

  Pada bab ini merupakan bab yang berisikan tentang kesimpulan dan 

saran. Dikemukakan atas dasar penelitian yang telah dilakukan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

2.1 Sejarah Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 

Pada mulanya Dinas Pendapatan Daerah Kota Bangkinang (selanjutnya 

`disingkat Dipenda) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah 

Kotamadya Daerah Bangkinang. Berdasarkan Surat Edaran Mentri Dalam Negeri 

Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Dinas 

Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Dinas 

Pendapatan dan Pajak Daerah Kota Bangkinang dengan Perda Nomor 5 tahun 

1976. Susunan Organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut : 

a Kepala Dinas 

b Seksi Tata Usaha 

c Seksi Pajak dan Retribusi 

d Seksi IPEDA 

e Seksi Operasi/Penagihan 

Berdasarkan Surat Keputusan Mentri Dalam Negri Nomor KUPD.7/12/41-

101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota, diterbitkan peraturan Dearah Nomor 7 

Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah 

Kota  Bangkinang dengan susunan organisasi sebagai berikut : 

1. Kepala Dinas 

2. Sub Bagian Tata Usaha 

3. Seksi Pajak 
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4. Seksi Retribusi 

5. Seksi IPEDA 

6. Seksi Pendapatan Lain-lain 

Sehubungan dengan keluarnya Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 23 

Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan 

Daerah Tingkat II sebagai penyempurnaan dari Kepmendagri Nomor 

KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978,ditindaklanjuti dengan diterbitkannya 

Peraturan Daerah Kota Bangkinang Nomor 7 Tahun 1989 tanggal 27 Desember 

1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota 

Bangkinang Tipe B, dengan Susunan Organisasi sebagai berikut : 

1. Kepala Dinas 

2. Sub Bagian Tata Usaha 

3. Seksi Pendaftaran dan Pendataan 

4. Seksi Penetapan 

5. Seksi Pembukuan dan Pelaporan 

6. Seksi Penagihan 

7. Unit Penyuluhan 

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 

tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Mentri Dalam Negri Nomor 50 tahun 

2000 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota 

Bangkinang menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 yang 

selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang 

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan Susunan 



11 
 

 
 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota 

Bangkinang, termasuk Dinas Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi 

sebagai berikut: 

1. Kepala Dinas 

2. Wakil Kepala Dinas 

3. Bagian Tata Usaha 

4. Sub Dinas Program 

5. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan 

6. Sub Dinas Penagihan 

7. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain 

8. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan 

9. Kelompok Fungsional 

Pada Bulan Januari 2017 Dirubah Lagi Menjadi ( BAPENDA ) Badan 

Pendapatan Daerah Kab. Kampar dan Sampai Sekarang. 

2.2 Visi dan Misi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 

a. Visi 

  Visi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Yaitu 

“Terwujudnya peningkatan dan penerimaan Daerah yang Optimal dan 

Proporsional Tahun 2022”. 

b. Misi  

 Dalam rangka pencapaian visi, Kantor Badan Pendapatan Daerah Kampar 

mengemban beberapa misi:  
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1. Meningkatkan Kualitas kelembagaan Melalui Tata Kerja Dan SDM 

Aparatur Berkualitas. 

2. Mengenbangkan dan Mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Daerah . 

3. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk memenuhi Kewajibannya 

Selaku Wajib Pajak. 

2.3 Uraian Tugas 

Adapun tugas pokok pada masing–masing bagian pada Kantor Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut : 

1. Kepala Badan 

Badan Pendapatan Daerah di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang 

mempunyai tugas pokok membantu Bupati  dalam penyelenggaraan tugas di 

bidang pendapatan daerah. 

2. Sekretariat 

Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas 

pokok menyusun program kerja dan rencana kegiatan, melaksanakan administrasi 

umum, mengelola administrasi keuangan, mengelola administrasi pengelolaan 

aset badan, administrasi kepegawaian dan menatausahakan kegiatan lainnya. 

a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian 

  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di pimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan pelayanan, koordinasi dalam 

urusan umum, perpustakaan, surat menyurat, kearsipan, menyiapkan bahan 

penyusunan perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai, serta 

evaluasi kinerja dan kesejahteraan pegawai. 
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b. Sub. Bagian Keuangan dan Aset 

Sub Bagian Keuangan dan Aset di pimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam penyusunan rencana 

anggaran, baik anggaran rutin maupun anggaran pembangunan serta pengelolaan 

aset di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. 

c. Sub. Bagian Perencanaan Dan Data 

Sub Bagian Perencanaan dan Data di pimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan 

perencanaan dan data. 

3. Bidang Pendataan dan Pendaftaran 

Bidang Pendataan dan Pendaftaran di pimpin oleh seorang Kepala Bidang 

yang mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Badan Pendapatan Daerah 

di bidang Pendataan dan Pendaftaran Pendapatan Daerah. 

a. Sub. Bidang Pendapatan  

Sub Bidang Pendapatan di pimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang 

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi. 

b. Sub. Bidang Pendaftaran 

c. Sub BidangPendaftaran di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang 

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi. 

4. Bidang Perhitungan Dan Penetapan  

  Bidang Perhitungan dan Penetapan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang 

yang mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Badan Pendapatan Daerah 

di bidang Penghitungan dan Penetapan Pendapatan Daerah. 
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a. Sub. Bidang Perhitungan 

  Sub Bidang Penghitungan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang 

yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi 

penghitungan. 

b. Sub. Bidang Penetapan 

  Sub Bidang Penetapan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang 

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi 

penetapan. 

5. Bidang Penagihan Dan Keberatan 

Bidang Penagihan dan Keberatan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang 

yang mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Badan Pendapatan Daerah 

di bidang penghitungan dan penetapan. 

a. Sub. Bidang Penagihan  

Sub BidangPenagihan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang 

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi 

penagihan. 

b. Sub. Bidang Keberatan 

Sub Bidang Keberatan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang 

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi 

keberatan. 

6. Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan 
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Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan di pimpin oleh seorang 

Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan 

Pendapatan Daerah di bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan. 

a. Sub. Bidang Pengelolaan Dana Transfer 

  Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer di pimpin oleh seorang Kepala 

Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam penyusunan 

program kerja Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer. 

b. Sub. Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan 

  Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan di pimpin oleh seorang 

Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, 

evaluasi dan koordinasi dana lain-lain pendapatan daerah. 

c. Sub. Bidang Pelaporan 

Sub Bidang Pelaporan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang 

mempunyai tugas mengumpulkan data dan pelaporan, manfaat, serta dampak 

kegiatan di bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan. 
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2.4  Struktur organisasi 

Gambar 2.1 

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 
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Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 2020 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 

adalah : 

1. Kesadaran Wajib pajak 

2. Kualitas pelayanan yang diberikan petugas pajak 

3. Sikap Wajib Pajak 

4. Tingkat pengetahuan Wajib Pajak yang masih kurang 

5. Isu pajak 

6. Topografi wilayah 

7. Tidak tersampainya SPPT kepada Wajib Pajak yang disebabkan beberapa    

faktor 

Kendala- kendala yang di hadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kampar 

dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di antaranya adalah : 

1. Lokasi yang jauh 

2. Kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap fungsi dan manfaat pajak. 

3. Masih beredarnya isu-isu yang tidak diketahui kebenarannya, dimana isu-

isu tersebut membuat masyarakat enggan membayar pajak. 
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4.2 Saran 

Adapun saran dari Penulis kepada Pegawai/staf Bapenda Kampar adalah : 

1. Perlu diadakan penyuluhan baik langsung maupun tidak langsung, yang 

hendaknya dilakukan secara terus menerus dan merata kepada seluruh 

masyarakat mengenai perpajakan, khususnya Pajak Daerah.  

2. Pelaksanaan pendataan ke lapangan terhadap Objek maupun Subjek Pajak 

yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar, agar dilakukan secara 

teratur. 

3. Menindak Wajib Pajak yang tidak memenuhi peraturan atau tidak 

melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. 

4. Agar para pegawai/staff dapat mempertahankan kemampuan dan kinerjanya 

yang produktif dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga penerimaan 

Pajak Reklame yang telah melebihi target dapat terlaksana seterusnya 

dengan baik.  

5. Hasil dari penerimaan pajak tersebut hendaknya digunakan tepat sasaran 

untuk pelayanan dan kepentingan masyarakat. 

6. Memberikan hadiah atau penghargaan kepada wajib pajak yang patuh 

terhadap kewajiban perpajakannya, dengan itu wajib pajak termotivasi 

untuk membayar pajak sehingga bisa meningkatkan tingkat kepatuhan wajib 

pajak dalam membayar pajak. 
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